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PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah ketenagakerjaan
menjadi isu hangat dengan adanya pelbagai kasus
menyangkut hubungan tripartite {pekerja’burub,
pengusaha dan pemerintah) vang kurang harmonis
schingga sering menimbulkan perselisihan industnal
yang tidak kunpung selesa. Pemutusan hubungan kerja
(PHK) sewenang-wenang, huk-hak normatif tenaga
kerja tidak diberikan oleh pengusaha, seperti cuti
hamal, sakit, upah, asuransi keschatan ataupun
kebijaksanaan pemenntah vang tidak memihak pada
kepentingan tenaga kerja. Mereka amat merasakan

hak-hak normatif yang dimiliki dirnmpas dengan

sewenang -wenang oleh pengusiha sehingga alternat!
dilakukan para pekerja adalah perusakan tempal
kena, pemogokan dan unjuk rasa di jalanan untuk
menank perhatian pengusahia dan pemmerintab, nam
sangat inerugikan bagi kepentingan masyarakat

Peristiwa hubungan tripartite dalam “dunia indusin™
vang kurang harmonis di Indonesia selalu menjadi
masalah menank dan krusial, karena menyangkud
pada kepentingan banvok pihak. Bagi tenoga kena
Jdalam memenubi kebutuhan sundang, pangan dan
papan, mereka mau bekerja keras dengan harapan
akan memperoleh upah vang layak, pengusaha

menghasilkan produk manulakiunng dan atau jasa
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untuk memperoleh keuntungan (profit) guna
memenuhi kebutuhan konsumen di dalam dan luar
negen, pemmerintah akan memperoleh pajak dan devisa
negara untuk membiayai pembangunan nasional di
seluruh tanal air.

Idealnya hubungan tnpartite ini dapat berjalan
harmonis tanpa merugikan salah pihak, terutama pada
hubungan langsung antara pekerja dengan pengusaha.
Akan tetapi hubungan kedua belah pihak ini tidak
berjalan dengan mulus, karena pihak pekerja selfalu
dirugikan dengan kebijaksanaan pengusaha, lerutama
masalah upah dan kescjahteraan sosial, D sisi lain,
pemerintah tidak mav belajar pada pengalaman masa
lalu menghadapi tumiutan hak normatif para pekerja.
Rebijaksanaan pemerintah selalu berpihak pada
kepentingan pengusaha dengan asumsi, sektor industri
banyak menghasilkan pajak dan devisa negan yang
harus dilindungi meskipun mengorbankan kepentingan
para pekerja. Akibatnva selama ini, kebijaksanaan
pemernntah melalui Departemen Tenaga Kerja
{Depriaker ) Republik Indonesia tanpa disadari sering
mengorbankan hak normustif para pekerja vang sudah
mengucurkan Keringat habis-habisan untuk
kepentingan bisms pengusaha, namun diperlakukan
kurang layak hanyademi keuntungan pengusaha dan
target perolehan pajak / devisa bagi negam (Kompas.
Aks Massa Buruh Kemenangan [ Belum Apa-apa.
24 Jupi 2001, h. 27

Memasuki era globalisasi dewasa i,

penduduk dunia telah berada pada satu

Meniaa! Fak Nl Pokeria/ Buenh Dalam Proses
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perkampungan global (global village) yang tidak
mengenal akan batas-batas wilayah  (hoerderfess
warld) dengan merambahnya teknologi informasi di
dalam segenap aspek kehidupan manusia. Era
teknolog mformasi merupakan suatu revolust industri
berbasis pengetahuan vang berguna untuk
mencerdaskan umat manusia. Masuknya teknologi
informasi di dalam dunia industri secara langsunp
maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi
sikap mental dan pandangan para pekena dalam
hubungan kerja dengan pengusaha. Implikasi dan era
globalisasi ini telah membah “wajah™ lapangan
industri, perdagangan dan perekonomian dunia
menjadi bentuk-bentuk kegiatan bisnis dalam suatu
“perkampungan global” dengan amat copatnyva, Semig
ini terjadi akibat lahirnya Perjanjian Umum tentang
Tanf dan Perdagangan (General Agreement on
Tariffs and Trade - GATT), Putaran Urupuay
(Urugnay Round) dan Organisasi Perdagangan
Dura { World Trade Ovganization - WTO) sechagal
upaya untuk mewujudkan tata dunia bar di bidang
perdagangan dan bisnis vang berbasis industn dan
pasca industri, (Maisbitt dan Aburdene, [99) - 25:
baca Karladjoemena, 1997 : 43 —47)

Bagi Indonesia, memasuki era plobalisasi berarti
dihadapkan pada peluang dan tantangan besar vanp
harus dihadapi, terutama bagi dunia industri dengan
kualitas sumber daya manusia (SDM) vange amat
terbatas. Kiranya aspek penting vang harus

diperhatikan adalah masalab SDM yoang profesional
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dan andal. Kualitas SDM yang mampu bersang di
pasar global sangat dibutuhkan dalam proses
industrialisasi. Selama ini, pekerja kita masih
berkualitas rendah dan dibavar murah tanpa
pengusaha dan pemerintah berupaya untuk
meningkatkan SDM dalam proses industrialisasi
secara optimal. SDM vang berkualitas tidak sekedar
pada keunggulan komperatif, namun terletak pada
keunggulan kompetitif dengan SDM dan negara lain
untuk merebut pasar internasional.

Proses industrialisasi dinilai berhasil apabila
ditunjang dengan kemampuan SDM vang berkualitas
unggi. SDM imi amat langka di negara-negara
berkembang, termasuk di Indonesia, Tersedianva
perangkat aturan hukum vang adil dan menjamin
kepastian hukum schingga mampu memfasilitasi
kebutuhan hubungan tnpartite sangat penting artinya
untuk menjadi landasan hukum yvang konkret bagi
keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan
internasional. Langkah antisipatif dan inovatif perlu
dilakukan segera dalam memenuhi tuntutan persaingan
global, khususnya di bidang ketenagakerjaan.
Ketatnya kompetisi dalam menghasilkan produk
manufakiunng dan atau jasa berkualitas tinggi, maka
kesiapan perangkat bukum sehagai instrumen terkait
dengan SDM dalam proses industrialisas: sangat
penting diperhatikan sehagai saw kesatuan terpadu.

Keberhasilan daya saing produk Indonesia
sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Hukum sebagai
perangkal yang mendukung kebutuhan SDM

Menvoal Hak Novmasif PeberjedBurul Dalam Proses
Ionalrxdeial i

mengamin hak-hak normatif pekerja dalam proses
industrialisasi sehingga mampu mewujudkan
harmonisasi hubungan industrial Pancasila yang ideal
Pemberdayaan pekerja menghadapi persaingan
global dipengaruhi pula oleh dayva dukung hukum
terhadap SDM yang berkualitas tinggi dalam proses
mdustrialisasi, Lemahnya perlindungan hukum
terhadap hak normatif pekerja, maka upayn
meningkatkan SDM yang berkualitas tinggi mustahil
akan tercapai.

Perlindungan bagi para pekerja dengan
membertkan hak-hak normatif yang lavak merupakan
kebutuhan mendesak untuk terciptanya harmonisasi
hubungan industrial Pancasila. Masalah im menjadi
krusial, apabila tidak ada keinginan pengusaha dan
pemerintah untuk memberikan hak-hak normatif
pekerja. perlakuan sebagai mitra kerja yang sejajar
dan kebijaksanaan publik pemerintah yang saling
menguntungkan dalam kegiatan “dunia industri”,

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang
dikaji dalam artikel ini, yastu bagmmanakah penyehab
terjadi perselisihan ketenagakerjaan pada hubungan
hukum pekerja dengan pengusaha, pengembangan
SDM untuk memperoleh pekerja vang andal dan hak
normatif bagi pekerja di dalam proses industrialisasi

guna menghadagm globalisast ekonomi 7.

—
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PEMBAHASAN
Konsepsi Hukum, Sumberdaya Manusia dan
Proses Industrialisasi

Membicarakan konsepsi hukum sebagai
pisau analisis masalah ketenagakenaan di Indonesia
dewasa ini, kiranya pembagian terminologi hukum
varg digunakan oleh Anthony Allot dapat menuntun
kita untuk menentukan pada wilayah hukum mana
analisis masalah ketenagakenaan di Indonesia dapat
dilakukan dalam kaitan hubungan pekena dengan
pengusaha pada proses mdustn,
Allot membedakan tiga jems terminologi hukum
ditimau dari ruang lingkup suatu substansi hukum.
Pertama, hukum sehagan “the LAWY, yaitu pagasan
urmum atau konsep hukum yang merupakan kekuatan
sosial bersifut abstrakio sebagai kewajiban hukum.
Kedua, hukum sebapai “"the Law”, berarti
keselundhan sisterm hukum yang berfaku dalam suatu
negard berupa struktur dan aturan-aturan sebhaga
hukum positif, Ketiga, hukum sebagal “the law ",
yakm adanya pengaruh hukum terhadap perilaku
dalam kenyataan, alam nyata atau alam lahir bagi
sehiap orang (Allot, 1980 : 2).
Dran tiga termunolog vang dikemukakan oleh Allot di
atas, terminologi kedua, yakni “the Law ™ lebih
cocok untuk dipakai sebagai pisau analisis setiap
masalah ketenagakerjaan sebagui hukum posinf dan
kebijaksanaan publik pemenntah yang dimuat dalam
UUD 1945, TAP MPR Rl No. INVMPR/ 1999, LTI

Mmool Hok Noreratif Pekerja/Burah Dalam Proses

Inchesirical v

No. 25 Tahun 2000 dan UL No. 13 Tahun 2003
secara in konkreto dalam praoktiknya di lapangan.

[n dalam era globalisasi, tuniutan terhadap hukum
wang responsi [ sebagaimana telah dikemukakan oleh
Philippe Nonet dan Philip Selanick paaabn 1970-
anuniuk kebutuhan masyarakit modemn merupakan
suatu conditio sine gua non (syarst mutlak ) yang
tidak bisa dibundarkan lagi { Nonet dan Selanck, 19738
2 16}, Tujuan hukum responsif adalah untuk
menciptakan harmomsasi hubungan isdividu dalam
segenap aspek kehidupan bermasyarakun dan
bernegara dengan menghilangkan sikap represil
penguass ataupun pengusaha. Hukum yang respoinsii
ik, menurut Gunther Teubner adalah hukum vang
refleksif freflexive luw) sebagan ~  idenmifiles an
emerging kind of legal structure” techadap
perubahan sistem hukum dan kehidupan masyankal
modemn ( Teubner, 1983 : 245)

Sehubungan dengan konsepsi hukum denpan masilah
ketenagakerjaan, uratan vang dikemukakan olch
Hermien Hadiati Koeswad)i mengenai konsepsi
hukum lebih tepat  digunakan. Koeswadp
mengemukakan tiga konsepsi hukom Pertama,
konsepsi yang meliputi hubungan antara hukum dan
moral, yakni melihat asal usul hukum dian asal mula
sanksi dan sepi kebenaran (the Fight reason; Kedua,
konsepsi yang melihat scgi hubungan antr hokam
dan kekuatan polink, vaknn melibhat sepi suaiy
kehendak negara (the will of the sture) don, Ketiga,

konsepsi melibat hukuim dan seh hubungan antara
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hukum dengan keseluruhan perkembangan sejarah
(masyarakat), yaitu melihat dar sudut tradisi,
kebiasaan, dan kepribadian bangsa (narional
character) ( Koeswadji, 1996 ; 153),

Pada masalah ketenagakerjaan, konsepst kedua di
atas sangat tepat dipakai mengingat bahwa
ketenagakerjaan sebagair SDM dalam proses
industriahisasi adalah kebijjaksanaan publik dan
Pemerintah Indonesia berupa landasan idnl vaitu
Pancasila dan Pembukaan alenia [V UUL 1945,
landasan konstitesional adalab Pasal 27 dan 33 UL
1945 dan landasan operasional TAP MPR RI No.
[VIMPRA999, LU No. 25 Tahun 2000 dan UU
Mo.13 Tahun 2003. Ketiga landasan terscbut
seyopianya saling mendukung dalam kegiatan
(proses) industnalisasi tanpa menimbulkan “gejolak
keras dan pars pekena, karena diperfakukan kurang
adil dan lavak.

i dalam GBHM tabun 1999 — 2004 anghka 18 tentang
arah kebijaksanaan ketenagakerjaan menegaskan
bahwa “pembangunan ketenagakerjaan dilakukan
dengan cara mengembangkan ketenagakenaan secara
menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada
peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga
kerja, peningkatan upah, jaminan kesejahteraan,
perindungan kerja dan kebebasan berserikat™,
Adanya pencpasan di atas sebagai hak nommatif { gans
bawah, penulis) dan landasan hukurm berkaitan dengan
kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah
sehagai tripartite dalam hubungan industrial. Artinya,

Mempvoal Hak Normatil Peberia/Burwh Dalam Proses
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landasun hukum dan kebijaksanaan publik sebagai
kehendak dari pemerintah yang mengatur proses
industrialisasi juga menyangkut denpan kepentingan
orang banyak (masvarakat) dan mempunvai
“Impact ", “present " dan " function” dae landasan
hukum sumber dava manusia 1o sendin dalam
pertumbuhan ekonomi suatu negarm yang semakin
kompetitif dan komparatif {Hunt, 1978 -3 -8}
sumber daya manusia (human resonrees)
menurit Talizadubu Ndraha adakah pendudub vang
saap, mau dan mampa memben sumbangan werhadap
usaha pencapalan tujuan organisasional {MNdraha,
1999 : 7). Dalam ilmu kependudukan, menurui
Hermien Hadiatt Koeswadji konsep i dapa
disejajarkan dengan konsep tenaga kerja yang
meliputi angkatan kega produbal dalan usia tereniu
dalam menghasilkan produk barang dan atou jasa
( Koeswadyi, 2000 257)
Angkatan kerja yang bekerja discbut pekerja.
Pekerja ini dapat dibedakan dalam dua bentuk,
Pertama, pekerja vang mengandalkan energi kekwitan
fisik saja dengan keterampilan sederhana disehud
dengan buruh. suruhan atan pekerja kasar dan
biasanya merupakan tenaga lepas (tidak organik)
Kedua, karyawan adalah tenaga organik tataman
rendah sampa menengah, sedangkan pegaswa adilaly
tenaga organik tingkat menengah dan atas (whiie
collar}. Istilah pekena dan karvawan lazim dikenal

di sektor kerja privat atau swasta seperti perusahaan
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dan usaha jasa, sedangkan pegawai dikenal di
lingkungan kerja publik seperti pemenntahan.
Pengembangan SDM sebagai bentuk daya
dukung kemampuan produktivitas dan manusiatelah
lama disadan. Manusia berkualitas lebih penting
daripada kuantitas dalam meningkatkan produk
manufaktunng dan jasa pada globalisasi ekonomi.
Tuntutan DM yang mampu menghasilkan produk
berkualitas tinggi dengan dukungan SDA memadai
menjadi syarat mutlak uniuk merebut pasar global,
Semua inl berkenaan dengan semakin dekat
berlakunya pasar bebas {free market) vang membuat
posist Indonesia sebagai anggota WTO harus siap
untuk bersaing denpan produk negara lain guna
menciptakan dan merebut pasar (customized
marker), baik pada tingkat nasional, regional dan
internasional. Kirchner et.al menyebut™ . human
popuilation can be sustained af any level up 1o the
Carrying capacity of the natural resolrces Dol
support them ™ {Karchner etal., 1998 © 56). Artinya,
SDM sebagai bagian dari populasi manusia harus
didukung dengan SDA yang baik untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan.
Abkan tetapi perlu diingat bahwa masalah SDM sangat
kompleks berkaitan dengan ekonomi, keahlian,
modal. manajemen dan teknologi dalam proses
industrialisasi, schingga dibutuhkan model
pengembangan yang tepat untuk menyederhanakan
pekenaan melalui analisis sistem. la tidak akan

terlepas dart unsur-unsur terpadu dan dinamis dalam

Meryoa! Hak Nermatif Pekerjo/Buruh Dalam Proses
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dinamika sistem dari pendapat J.W Forrester
berkaitan dengan adanya faktor penvebab feause),
hubungan internal (intern relationship) dan
penerapannya {implementation) di lapangan,
Hubungan kerja semacam ini merupakan operasi
sebuah sistem yang produktif mula dan inpur atau
miasukan (energh, bahan baku, tenaga kerja, modal
dan informasi) yang diproses melalui transformasi
sampal oudpad atau keluaran berupa barang dan atay
jasa { Schroeder, 1989 : 12). Di dalam teori S1M
menunut Talvadubu Ndrmabha menyediakan bermacam-
macarmn alat yang dapat digunakan manusta uniuk (a)
mengidentfikasikan masalgh SDM, (2) menerangkan
gejala SDM, (3) meramalkan hal-hal yvang dapat atau
akan terjadi di bidang SDM, dan (4) memberikan
solusi terhadap masalah SDM (Ndraha, 1999 5),

Salah satu teori SDM dengan analisis alm vang
digunakan untuk menghasilkan kajian dalam Himu
Hukum adalah masalah Hukum Ketenagakernaun,
khususnyva berkartan dalam hubungan industrial antara
pekerja dengan pengusaha,  Analisis alat vang
dipakai  dapat menjelaskan setiap masalah yang
timbal dalam hubungan proses industrialisas:. Namun
permasalahan SDM dalam Hukum Ketenagakerjuan
tidak hanya sekedar berbuat atau tidak berbuat
(laraangan dan anjuran), tetapi juyza menyangkot dengan
kebijaksanaan pemerintah yang dituanghan Jdalom
bentuk resmi dian diteniemahkan datam tindakan nvata

(action) yang mencakup antara lain undang -undang
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tenapa kerja, peraturun administras, dan kemampuan
eksckutif untuk menerapkannya.

Proses industrialisas: hagt suat negars melalu ahapan
pra industri, industri dan pasca industri sebagai
dampak kemajuan teknologi (Borrstin, 1978 : 5),
Apahila proses industnalisasi dikatkan dengan
pendidikan angkatan kerja, SDM ideal adalah tenaga
kerja yang terdidik feducated labour) dan
mempunya keterampilan kena (skilled work), karena
mereka sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek ) memadai.

MNamun di negara-negara berkembang, di dalam
proses industrialisasi masih menghadap kendala pada
kemampuan iptek terbatas dengan banyaknya tenaga
kena berkualitas rendah sehingga kebijaksanaan
pemerintah menampung pekerja dalam industrialisasi
mengutamakan padst karya (abour infensive
tndesiries) danpada padat modal dan padat iptek.
Cheipur perusahaan di pasar internasional tidak
mampu bersaing dengan negara lain yang
menggunakan teknologl tinggs dengan produk barang
dan atau jasa berkualitas. Akibatnya pekerja dibayar
pengusaha dengan upah rendah dan hak normatif
mereka tidak diberikan pengusaha karena
keterbatasan kemampuan kewangan peresahaan, Bagi
tenaga kerja Indonesia, proses industrialisasi kini
menuntut SDM andal vang tidak bisa ditawar lagi
menghadapi globalisasi ekonomi dengan pasar
lerbuka (Batubara, 1990 2 -3).

Uintuk memperoleh SDM yang andal dalam sistem
produk s dibutuhkan adanya “manajemen operas™
guna diterapkan oleh pengusaha secara konsisten
dalam hubungan industrial vang baik. Manajemen
operasi merupakan manajemen dari sislem
tranformasi vang menghkonversikon prpul untuk
memperoleh oupul vang diharapkan. Ih sini depa
dikonversikan menjadi barang dan atau jas melalu
suatu proses teknolog. Penggunaan macam-macam
imput dapat mengubah cuipur dalom suatu sistem
operast produksi (Schroeder, 1989 1 12)

Proses industnalisas: dalam merebat posar
internasional dan owiprt para pekerja Indonesia,
miaka perlu dilakukan pendekatan itensifme ko g
unsur (tripartite), vakni pengusaha, pekerja dan
pemerintah dalam upayva memperbaiki keadaon
obvektf dengan melakukan tiga cara. Pertama, lenaga
kerja harus memiliki ketersmpilan (cepat dan
konsisten memenuhi permintaan pasar), disiplin dan
etika kena yang tingg untuk memperoleh efiektivitas
dan efisien pada hasil kerja dibandingkan dengan
negara ain, Kedus, mengembangkan komumikasi,
informasi dan edukasi dengan pemanfaatan ipiek,
sehingga nilai tambah dapat dikembanghkin dan,
Ketiga, mengembangkan SOM, bk jangka pendek,
menengah dan panjang vang ditckankan pada
pengembangan kebugaran jasmani. kemampun
kerja dan sikap terhadap kerja atou etika kerja
(Batubara, 1990 5),

Menvoal Hak Morman) Pekerjo/Buruh Dalom Proses
Fendlusirialisas:
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D samping itu, kebijaksanaan pemenntah dengan
segenap putusannya dikaitkan aturan dan undang-
undang vang diberlakukan perlu diperhatikan lebih
scksama dan selektif hagi kepentingan para pekerja
dan pengusaha dalam proses industrialisasi pada masa
depan untuk memperoleh kepastian hukum dalam
ketenangan bekerja karena menyangkut dengan
harmonisast hubungan ketenagakerpaan.

Perselisihan Hubungan Hukum Pekerja dengan
Fengusaha

Penstiwa unjuk rasa, pemogokan ataupun
perusakan tempat kerja dan sarana publik adalah
pambaran fakiual adanya ketdak puasan para pekena
terhadap hubungan kerja dengan pengusaha dan
segenap aturan hukum yang mengaiur hubungan
selama ini. Pemerintah yang seyogianya bertindak
sehagal pthak “arbiter” ( Tugas pemenintahan sebagai
arbiter sebenamya diwupudkan pula dalam bentuk
tugas pembinaan dalam hubungan ketenagakerjaan
(vide Pasal 173 UL No. |13 Tahun 2003)) ternyata
ikut puda memperkeruh “dunia perburuhan” karena
mengeluarkan undang-undang atau kebijaksanaan
ternyata Ddak mampu untuk berlaku adil sesuai
aspirasi para pekerja vang sering menimbulkan
perselisthan tajam. Perselisiban hubungan industrial ing
bermula dari pengingkaran perjanjian kena bersama
(IPKB) atau aturan dan kebijaksanaan dinilai berat
sebelah yang merugikan salah satu pihak (Soepomo,
1994 : 175). Perselisihan tenaga kerja biasanya dapat

Momvoal Hak Normatlf Pekeria/Burih Dalam Proses
Iricstricnd v

terjadi dalam dua hal. Pertama, pthak pengusaha yang
memberikan pekerjaan tidak dapat memenuhi hak
pekerjanya. Kedua, undang-undang dan
kebijaksanaan pemenntsh dalism hubungan industral
dinilai tidak adil oleh salah satu pihak dan atan kedua
betah pihak.

Perselisihan antara pekerja dengan
pengusaha selama imi merupakan wujud
keidakharmonisan karena pengingkaran lerhadap
PEB sebagai hubungan hukum yang mengikat kedua
belah pihak dan telah ditandatangani bersama,
Ketidakpuasan itu bisa terletak pada masalah hak-
hak normatif pekerja seperti faktor upah, jaminan
sosial, vang lembur, pesangon dan suasana
ketenangan kerja yang kurang kondusaf.

Penyebab perselisthan ini, menurut Iman
Soepomo dapat dibagi dalam dua kategon, Pertama,
perselisthan hak {rechis geschillen) adalah
perselisihan yang timbul sehagai akibat wanprestasi
vang dilakukan oleh salah satu prhak peluku proses
produksi, yaitu : (2) tdak memenuhi isi perjanjian
kerja, (b) tidak memenuhi isi perjanjian perburuban,
{) tidak memenuhi peraturan perusahaan, (d) tidak
memenuhi peraturan perundang-undangan vang
berlaku. Perselisihan hak ini menyangkut dengan
upaya pemenuhan hak-hak normatif, baik wntuk
pemberi kerja maupun penerima kerja, Kedua,
perselisihan kepentingan rhelangen weschillen),
umumnya terjadi scbagai akibat udak adanya

kesesuaian paham (kesepakatan) sntara pemberi
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kerja {majikan/perkumpulan kerja) dengan pihak
penenima kena vang diwakili oleh senkat pekerja atau
gabungan serkat pekena berkaitan deéngan segenap
permasalahan hubungan kerja, syarat-syarat kena
dan/atau kondisi ketenagakerjaan yang ada
(Sumaatmadja, 1998 : 106).

PKB yang diingkart oleh pengusaha atau
pekena, maka perselishan hubungan industnal segera
timbul. Bila tidak tercapai PKRB, peristiwa
pemogokan, unjuk rasa atau perusakan tempat kerja
dapat saja terjad dilakukan aleh para pekerja vang
telah memeras kenngat untuk keuntungan pengusaha,
karena mereka tidak memperoleh imbalan layak yang
menjadi haknya, Sebaliknva, pengusaha tidak akan
memberikan hak-hak normatif pekerja, jika
pekerjanya tidak memenubi kewajiban yang diatur
dalam PKB

Perselisihan pekerja dengan pemenintah
biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah
dalam mengeluarkan aturan undang-undang atau
keputusan yang tidak melindungt kepentingan pekerja,
akan tetapt lebih menguntungkan bagi pengusaha,
Selama ini, kebijaksanaan pemerintah dinilai tidak
memihak pada yang lemah vaitu para pekerja, namun
lebuh memibak pada pihak vang kuat yailu pengusaha,

Apabila protes dalam bentuk usulan
perbaikan PKB tidak dipatuhi pengusaha atau
kebijaksanaan pemerintah tidak memihak pada
kepentingan pekerja, sudah tentu para pekerja akan
mernilihaliematit ierakhir dengan melakukan tindakan

Menvoad Hak Normatifl Pekerio/Burich Dalam Proses
Indwstrialisan

berupa pemogokan, unjuk rasa dan perusakan vang
merugikan semua pihak, Scbab hak-hak mercka
sebagal manusia bdak diharga dengan lavak dan
prospek masa depannya (Heilbroner, 1974 ¢
12 - 20).

Sebenamya dengan mengetalan fakior vang
mengakibatkan terjadi perselisihan hubungan
industrial, para pengusaha seding mungkan sudah hane
dapat mencegah atau mengantisipasinya, apabila
tuntutan pekerja dapat dipenuhi sesual dengan
kemampuan perusahaan, Bukankah dalam undang-
undang tenaga kerja dan PKB, hak-hak dan
kewapiban pekerja sudah distur dengin bk Begitu
juga hak dan kewajiban pengusaha terhadap para
pekerja sehingpa adanva kesamaan vist dan masi oleh
masing-masing pihak akan lebih mudah lercipta
harmeonisis kerja vang saling menguntungkin

Pengusaha yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan pekerja akan berusaha
semaksimal mungkin memenuhi tuntutan para
pekenanya manakala sesuad dengan T Mo, 13 Tahun
2003 dan kemampuan perusahaan yvang berusaha
menyisthkan sebagian keuntungan bagi para
pekerjanya. Pengusaha sebaiknya menghindarkan
penyelesaian perselisihan berdusarkan pada
pendekatan struktural {atasan-bawahan) atau
pendekatan keamanan (security appwoach) melalui
tindakan kekerasan oleh instans: muiliter sehagmmana
sering terjadi pada masa Orde Baru dalam

menyelesaikan setiap bentuk unjuk rasa dan
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pemogokan pekerja. Kasus terbunuhnya pekerja
Marsinah di Sidoarjo tabun 1993 lalu dapal menjadi
salah satu contoh betapa buruknyva pendekatan
keamanan karena kurang menghargai hak asasi
pekerja yang diterapkan pengusaha bekenasama
dengan aparat keamanan dalam hubungan industrial
Pancasila

Pendekatan terbaik dilakukan oleh
pengusaha adalah pendekatan fungsional {kemitran )
vang saling menghargan dan menghormati hak dan
kewajiban para pekerja dengan pihak pengusaha,
Pendekatan un dengan mudiah dapat menghindarkan
kontlik berkepanjangan antara pengusaha dengan
para pckerjanya melalul jalan musyawarah untuk
melahirkan kesepakatan bersama, Tidak ada
keuntungan yang bisa dipetik, jika pekerja dan
pengusaha tidak mau saling mendukung dalam
hubungan industrial, Saling mendukung dan
menghommat akan hak dan kewajiban masing-masing
pihak merupakan upaya yang terbaik untuk
mienyelesukan setiap perselisthan hubungan industrial
vang tmnbul, Sehaliknya menggunakan kekuatan atau
kekerasan terhadap perselisiban tidak akan
menyelesatkan masalah habkan menggambarkan tidak
adanya kenitraan yang baik antara pekerja dengan
pengusaha sehingga dapat menghambatl proses
produksi dan menunjukan tidak sesuai dalam
hubungan industrial Pancasila.

Menpoal Hak Normatil Pekerfa/Burwh Dalam Proses
Indusiriclisasi

Pengembangan SDM dan Perlindungan Hukum
Pekerja

Pemberian hak-hak normatif pekena oleh
pengusaha bissanya disesuaikan dengan kemampuan
kerja dari pekerja dan kemampuan keuangan
perusahaan. Akan tetapi perlakusn yang kurang lavak
dalam pemberian hak normatil pekerja oleh
pengusaha senng menimbulkan perselisthan industrial
Keadaan ini ditambah dengan tidak adanya upaya
pengusaha dalam meningkatkan pengembangin
SDM para pekerja. Padahal dalam era globalisasi
ekonomi, upaya inuniuk menjawab kekhawativan
15U teatang “the human prospect”  yakni
*vrlimited tndustrial growth poses ol for the
physical environment and the social order”
sebagaimana dikemukakan oleh Robert 1. Helbroner
(Heilbroner, 1978 ; 25)

Program pengembangan tenaga kerja dalam
dunia industri merupakan suatu konsep dan
operasional untuk pengembangan potensi SDM,
khususnya potensi generast muda vang merupakan
kekuatan efektl untuk pembangunan nasional dan
manusia yang berkepribadian, cerdas, disipling ahh dan
terampil, produktf serta menmilikn motivass tinggi dan
mental yang mantap, sesten kebutuhan pembangunan
industn dan pasca industn (Bell, 1978 03— 4). Komdisi
demikian relevan dengan kebutuhan masyarakat
modern masa depan, yaitu masyarakat informasi

schingga Daniel Bell telah meramalkan bahwa
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masvarakal pasca industri adalah masyarakat
berbasiskan pada kegiatan industri (Bell, 1978 : 7).

Pada dasamya pengembangan SDM pekerja
industri dapat dilakukan melalui tiga jalur, yastu jalur
pendidikan formal, jalur pelatihan kerja dan jalur
pengembangan dirt pekerja. Jalur pendidikan formal
lebih mengutamakan pada pengembangan
kepribadian, bakat, sikap mental, pengetahuan,
kecerdasan dan days manusia dalam menyerap ilmu
pengetahuan. Pelatihan kerja lebib menekankan pada
pengembangan profesionalisme sesuai dengan
kemajuan teknologi dan syarat jabatan atau pekergaan
yang disediakan oleh setiap perusahaan modem yang
amal memperhatikan SDM. Sistem i banyak
digunakan dalam dunia usaha {Ichsan, 1986 : 246
dan Suwarsono, 1993 © 20). Pengembangan din
meriapakan usaha pekena untuk memngkatkan
kemampuan secara mandin dalam persaingan kerja
sehingea produk industn semakin berkualitas dan
mampu bersaing dengan produk perusahann negan
it

Pelatihan kerja (Pelatthan kerja menurut
Pasal | angka 9 UL Mo, 13 Tahun 2003 adalah
keseluruhan kegiatan untuk memben, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja
pasda tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan penjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan)
dewasa i sangat dibutuhkan oleh perusahaan yvang
gin meu dengan SDM yang andal, Fungsi pelatiban

kenja bagi pars pekerja pada kegiatan industr menurat
T. Soelaiman dibagi dalam lima bentuk {Soelaiman,
1993 : 450 - 451). Pertuma, pelatihan kerja
merupakan pelengkap terhadap pendidikan formal.
Dralam hal i pelathan kena dapat menjembiatn dunia
pendidikan dan dunia kerja. Kedua, beberapn jenis
pengetahuan dan Keternmpilan kerja tidak disiapkan
dan dibenkan melalu sistem pendidikan formal.
Pengetahuan dan keteramipilan demikian perlu
diberikan dan disiapkan melalui latihan dan
pengalaman kerja. Pelatihan kerja merupakan
pelengkap terhadap sistem pendidikan. Ketiga, jalur
pendidikan formal hanya mengprunakan sistem yang
pelaksanaannya memerluban wak e yang cukup L
dengan jumlah pesertatertentu dan pengissaan balan
vang cukup bamyak. Selain itu, pelatihan kena dapat
chilakoukan dengan kurkuhum khuosues don terboas pods
jenis keterampilan yang dibutubkan saja untuk
persvaratan pekergaan lerlentu schingga dalam
pelaksanaannya dapat menjadi lebah singkat dan biava
relatif murah. Keempat, dunia perchonomian kit
ditandai denpan perkembangan teknolopi vang sangal
cepat, sehingga pengetahuan dan ketermpilan tenaga
kena harus selalu ditingkatkan dan disesuaikan sejolan
dengan perkembangan teknologi tersebut.
Penyesuatan seperti ini lebih mudah divpayakan
melalui sistem pelatihan kerja daripada sistem
pendidikan formal yang menuntut kurikulum belagar
dan biasanya memerlukan waktu cukuop luma. Kelima,

program pelatithan kerja juga diperlukan untuk

Mewyoal Hak Normatil Pekerja/Burwh Dalam Proses
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promosi dan mutasi karvawan dan satu jabatan
kepada jabatan lain yang memerlukan keterampilan
baru

Pelaksanaan pelatihan kerja untuk
meningkatkan produktivitas pekerja dapat dilak ukan
dengan cara pelatihan dalam bentuk in service
training, on the job iraining, magang atau cara
lain. Masing-masing pelatthan kerja tersebut dapat
dipilih oleh para pengusaha tergantung dengan
kebutuhan dan kondisi perusahaan tersebut. D dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan “trilogi
pelatihan kerja'', yako (1 ) pelatiban kena hars sesuai
dengan pasar kerja, (2) pelatihan kerja harus
senantizsa mutakhir sesua dengan perkembangan dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolog, (3)
pelatihan kerja harus merupakan kegiatan bersifat
terpadu, dalsm anti merupakan proses industmal isas,
baik kebutuhan dalam hubungan kerja maupun
kebutuhan usaha mandin { Soelaiman, 1993 - 455),

Program pelatihan  kerja  dalam
memngkatkan SDM pekerja akan berhasilguna
dengan pengembangan pedoman teknis (rechnical
sricriacal) bagl setiap jenis keterampilan kerja. Adanya
pedoman 1ni diharapkan setiap pekerja dapat
memperoleh persiapan kena yang baik dan mampu
mengembangkan keterampilan secara lebih luas.
Selain i, perlu dikembangkan pula adanya check
list bagi pesenta agar supaya dapal membimbing
dalam berinteraksi dengan pekerja lain atau pekerjaan

Mermvoo! Hab Normelif Pekeria/Buenh Doalfam Proses
Ferclustrialisasi

secara lebih optimal mengingat semakin ketatnya
kompetisi produk barang dan atau jusa,

kegiatun pemantavan dan evaluas) dari
pelatthan kenja selama ind merupakan bogian yang anat
penting bagi pengusaha untuk melihat sejauh mana
kemampuan kerja para pekena dapat memingkut
untuk memacu produktivitas perusahaan yang
diharapkan. Hasil pelatihan kerja yang baik biasanya
ukan meningkatkan produktivitas dan kualits barang
dian ataw jasa sehingga posisi wwar menawar pekerja
(hargaining posivion) melalui serikot pekerja unik
memperobeh upah vang baik dan layak dan pengusiba
dapat tercapai (Heil Broner, 1994 : 124). Ini
merupakan tuuan ideal untuk adanya perlindungan
hukum hak normatil’ pekeria dalam kepiatan
industrialisasi yvang terwujud dengan sehatnya
perusahaan dan ekonomi pekena untuk mampu
bersmng dengan produk negara lain,

Hak-hak normatil pekerja sudah selayaknya
diberikan pengusaha untuk tercipla suatu hanmonisast
hubungan mdustrial vang baik, jika para pekena welah
menunatkan kewajibannya. Adanya perselisiban
hubungan industnal vang merugikan kepentingan
pekena selama ini sebagai prhak yang leonah, make
sudah selayaknya hak-hak normatil para pekerja ing
dilindungi oleh pemenintah dan tndakan sewenang-
wenang pengusaha vang mengagap para pekerja
sekadar “alat produksi” yang dapat diperas lenaganya,

karena mengutamakan keuntungan pribadi tanpa
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mempedulikan nasib pekerjanya yang membutihkan
kesejahterian yang lavak.

11 simi perlindungan hukum terhadap hak
normatif pekerja dapat dilakukan oleh pemerintah
vang bertindak sebagai “arbiter” atau wasit dan
perselisthan pekena dengan pengusaha dan atau
pemerintah dengan putusan saling menguntungkan.
Terapi yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya
adalah menggunakan mekanisme penvelesaian
perselisihan ketenagakerjann vang ada di perusahaan
atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan
bertindak adil. Perangkat hukum yang diterbitkan
dalam penyelesaian persefisihan hubungan industrial
ini tetap peda kondor nilai-nika keadilan datam bentuk
adanya kepastian hukum bagm para pekerja dan
pengusaha. Ini berarts bahwa aturan hukum yang
dibuat adalah untuk memberikan jaminan kepastian
bahwa hak-hak dan kepentingan para pihak yang
berselisih tdak akan dilangpar, Perjanjian kerja yang
mengatur hak dan kewajiban pekerja dengan
pengusaha dibuat dengan menggunakan prinsip
keadilan “meminem loedere” (jangan merugikan
orang lain) dan “wnicuigud suum ribuere  (berikan
kepada setap orang apa vang menjudi haknya).

Adanya prinsip keadilan demikian, maka
penyelesaian perselisiban industrial untuk melindungi
hak-hak normatif para pekerja dapat ditempuh
melalui enam tahap. Pertama, penvelesaian
perselisihan secara damai atau sukarela. Penyelesaian
i dapat dilakukan oleh kedua belah pihak melalui

Mervoal Hak Nermatlf Pekerpn/Buruh Dalam Proses
feafustrialisaxi

jasa-jasa dari pegawani perantara. Kedua,
penyelesain perselisthan melalu Panitia Penyelesaan
Persehisihan Perburuhan Daerah (P4D). Ketiga,
penyebesauan perselisahan melalui Pamitia Penyelesan
Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P). Kedua belah
pihak mengehendaki perenk sun ulang melalui P4
untuk memperoleh keputusan bersifal mengikal
sehingga tidak bisa dimintakan banding atau
pemerksaan ulang. Keenipat, Menten Tenaga Kerja
dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan M40
maupun P4P melalu kebijok senaannya vang disebut
“hak veto”, terutama apabila menyangkut dengan
keselanwatan dan kepentingan negarm. Kelima, apabili
dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka
perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalu
lembaga arbitrase, dalam hal ini putusan P4P yang
tidak dapat dimintakan pemeriksaan ulang atau
banding dan. Keenam, peradilan umum. Posisi
peradilan umum pada perselisthan perbunalum adilab
lembaga vang menguatkan putusan mnstans terkait
dalam memutuskan perkara persclisiban dengan
mengeluvarkan execrdoir verklarine, apabila diminta
satu prhak sebagai jalur terakhie di bidang hukum,
Selanjuinya perlindungan hak nomunil’
pekerja adalah dalam bentuk melarang pengusaha
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHEK)
{ Pemutusan Hubungan Kerjs menurut Pasal | angka
25 Ul No. 13 Tahun 2003 adalab pengakhiran
hubungan kenja karena suatu bal terenty yang
mengakibatkan bernkhimya hak dan kewajiban antaa
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pekerja / buruh dan pengusaha) dengan sewenung-
wenang. Tindakan PHK tanpa melalui prosedur dan
PKB yang benar sudah jelas merupakan suatu
pekanggaran hukum dandibsang oleh undang-undang,
karena perbustan tersebul amat merugikan salah satu
pihak, yakni pekerja’buruh, PHE di dalam ketentuan
ULl No. 13 Tahun 2003 dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang keras apabila dilakukan anpa
melabui prosedur hukum yvang benar, Tindakan PHK
yang dilakukan pengusaha berarti melanggar
penanjian kerja vang disepakati dengan pekerja.

PHK dapat terjadi dalam empat bentuk,
vakni (1) PHK dari pihak majikan atau pengusaha,
(2) PHK dan pihak tenaga kerja, (3) PHK demi
hukum dan {4) PHK berdasarkan keputusan
pengadilan (Ramli, 2001 : 181). Bentuk PHK yang
paling banyak terjadi adalah dilakukan oleh pengusaha
lerhadap pekerjanya. Pengusaha melakukan PHK
terutama dengan alasan banghnut ((ailit) atau pekena
membocorkan rahasia perusahaan (Ramli, 2001 ;
183).

Menurut Pasal 153 UL No. 13 Tahun 2003,
pengusaha dilarang melakukan PHE dalam sepuluh
hal. Pertama, pekenabunuh berhalangan masuk kerja
karcna sakit menunat keterangan dokter selama wakiu

tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus.

hedua, pekerjaburuh berhalangan menjalankan
pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap
negara sesual peraturan perundang-undangan berlaku
Ketiga, pekerja’buruh menjalankan ibadah vang

diperintshkan agamanya. Keempat, pekerju/buruh
menikah. Kelima, pekerja'buruh perempuan hamil,
melahirkan, gugur kandungan, atau menyusu bayinya
hoeenam, pekenaburuh mempunyvai pertalian darah
dan atau ikatan perkawinan dengan pekerju/buruh
lainya di dalam satu perusahasn kecuali telah diatur
di dalam perjanjian kena, peraturan perusahaan
ataupun perjanpan kerja bersama, Kedelapan,
pekenabunsh mendinkan, menjadi anpgota dan/ata
pengurus senkal kerja'serikat buruh, pekerpa/buruh
melakukan kegiatan senkat pekena/serikat buruh di
luar jam kerja atau di datam jam kerju atas
kesepakatan pengusaha, stau berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam perjanjian kerja. peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerjs bersama

kesembilan, pekerja/buruh yang mengadukan
pengusaha kepada pihak berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidina
atau kejahatan, Kesepuluh, perbedaan paham, agama,
aliran politik, suku, warna kulit, golongan. jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan

Kesebelas, pekenaburuh dalam keadaan cacar 1etap,
sakit akibat kecelakaan kerja sty sakit karena
hubungan kena menunit surat keterangan doker ying
Jangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan,

Selain adanya larangan PHE di atas, pehera
berdasarkan Pasal 169 UL No. 13 Tahun 2003 juga
dapat mengajukan permohonan PHK kepada
kembaga penyelesaian perselisiban hubangan industral
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karena pengusaha melakukan tindakan (1)
menganiaya, menghing secara kasar sau mengancam
pekerja'buruh, (2) membujuk dan/atau menyuruh
pekenjaburuh untuk melakukan perbuatan vang
hertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
( 3) ticddak membavar upah tepat pada wakiu vang telah
ditentukan seliama 3 (tiga) bulan bertumt-turat atau
lebih, (4) tidak melakukan kewajiban yang telah
dijanjikan kepada pekenaharuh, (5 memerintahkan
pekerjaburuh untuk melaksanakan pekerjaan di luar
vang telah diperjanjikan, atau {(6) memberikan
pekerjaan vang amat membahavakan pada jiwa,
keselamatan, kesehatan dan kesusilaan dan pekerja/
buruh sedangkan peckerjaan tersebut tidak
dicantumkan pada perpanjian kerja.

Sebenamya perjanjian kerja diharapkan
dapat memberikan perlindungan hukum bagi para
pekerja. Sevogianya harus ada klausula tambahan
tertentu yang dapat lebih menjamin masa depan para
pekerfadan segi finansial atau kesejahteraannya. Ada
tiga bentuk klasula tambahan vang bisa dipilih oleh
pengusaha dalam rangka perlindungan perusahaan
dari pembocoran rahasia perusahaan oleh pekera,

Pertama, confidentially agreement
{perfanpian kerahasiaan), vakni perjanjian vang
dimaksudkan untuk menjaga bocornya rahasia
peristhaan selelah pekena menmpgalkan perusahaan
tempat kerja lama atau pada waktu pekerja yang
bersangkutan masih bekerja. Perjanjian ini juga akan

mengatur konsekuensi hukum apabila pekerja tidak

mematuhi perjanjian yvang telah disepakati. Pekerja
dapat pula minta sejumlah kompensasi berupa uang
untuk menjamin kerahasiaan. Klausula tambahan ind
mengatur ientang kompensas: rahasin perosahann dan
konsekucnsi hukum apahla tidak ditepan oleh
pengusaha.

Kedun, poxst cmplovment comtract atau
perjanjian pasca kerja. Perjanpian im dimaksidkan
agar supaya pekerja memenuhi perjangian yang elah
disetuyu bersama oleh para pihak. yailu apabila
setelah bekerjadi perusahaan, maka horus memenuli
dua hal vakm (1) pekerja tidak boleh bekerja i
perusahinan sejens untuk kunm wakio tertenta, dan
{2) pekerja berhak mendapatkan sejumiah
kompensasi atas kesediaannya tidak bekerja di
perusahaan sejenis untuk kuron waktu tertentu, Ini
disehabkan para pekerja andal lehih mudah mencan
pekerjaan di perusahaan sejenis

Ketiga. covenarni nol (o compelifion
{perjanjion untuk tidak bersaing) Perjanpian
dimaksudkan untuk mencegah adanya persaingan
tidak sehat antara pekerpa vang telah mengundurkan
diri atau berhenti dengan perusahaan vang
ditinggalkannya Perjanjpan ini sangat penting
mengingat pekerja tersebut merupakan tenaga ahli
yang menguasin semun rahasia perosphaan sehinggi
pengusaha mengkhawatirkan in akon mendirikan
perusahaan sepenis untuk menyang perusahaan yang
telah ditinggalkannva.

Menyvoua! Heak Novoalif .".'!L'r.'.r-'ﬁr-l-r.lrg Diatan Proges
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PKB antara pekerja dengan pengusaha
merupakan bentuk penanpian kena yang berimplikasi
padda hukum perdata. Perjangian kera im bersifat
mdividual karena vang menandatangani adalah
individu pekerja yvang mencari kerja denpan
pengusaha yang memberikan pekerjaan
Ditandatanpaninva perjanjian kerja tersebut
menimbulkan akibat hukum yvang mengikat kedua
belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha
Perjanjian kerja merupakan pegangan yuridis awal
dan juga rujukan yuridis akhir dari subyek-subyvek
hukum yang terlibat pada pelaksanaan kerja dalam
PEB. Adanyva jaminan hak dan kewajiban, para pihak
akan merasa lebth aman, tenang dan terjamin masn
depan vang  membuahkan kerja lebih efisien dan
produkinf untuk kemajuan perusahaan menghadapi
persampan produk dengan negara lain yvang
mermprakuikan sistenn dumping.

Semua bentuk perlindungan hidoum terhadap
hak-hak normatif pekerja di atas bertujuan untuk
menciplakan harmonisass dalam hubungan kerja dan
hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha
dalam proses industrialisasi, i simamat dibutubkan
kesadaran dan kepedulian tinggi dari pengusaha
terhadap nasib para pekerja vang telah bekerja keras
untuk kemajuan perusahaan,

PENLITLP

Studt normatil dalam perlindungan hukum

para pekerja atau buruh di Indonesia menunjukkan

Meroey Ma

) 1 PFekeria Burnh Do Prosey
Teradusrrfolisceni

masih rentannya kemampuan mercka untuk
memperoleh hak-hak normatif vang layak diberikan
oleh pengusaha ataupun kebijaksanian pemerintah,
khususiya Depnaker R1 yang secar Lugsung nsipon
udak langsung banyak tidak memihak pada
kepentingan pekerja. Para pekerja masih dianggap
sehagm “alat produksi™ vang bekerja untuk
keuntungan bisnis pengusaha dan perolehan pajak
atau devisa bagi negara tanpa ada kepedulian terbadap
nasib dan masa depan pekerja.

Kemampuan hukum untuk melindung hak-
hak normatil pekerja schenamya sudah cukup baik,
Landasan idil. konstitusional dan operssional hanya
mengatur secara umum dan belum menventuh pada
hak-hak normatif vang dituntut pekerja. Adanya revisi
Eeputusan Menten Tenaga Kerja No. 150 T ahun
2{KM) dan pembaruan LU Tenaga Kerja merapakan
contoh selama imi hak-hak normatil pekerja masih
lemah dan kurang kondusif bagi kepentingan para
pekena, karena lebih menguntungkan para penpussha

Untuk meningkatkan kerampuan STM pam
pekerja yang lebih andal, maka pengusaha atau
perusahaan dapat melakukan melalus jalur pendidikan
formal. pelatihan kenja dan pengembangan pribadi.
Pelatihan kerja banvak dipilih oleh pengusaba untuk
memperoleh SDM pekerja andal di dalam wakiu
singkat vang dilakukan dengan cara pelatilon “in
service traiming ", “on the fob traiming . magang

ataupun cara lain,

Topul Nulistio
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Pada proses industrialisasi untuk merebut
pasar internasional, setiap pengusaha dan perusahaan
mutlak memperhatikan produk barang dan atau jasa
berkualitas tinggi pada masa depan. Globalisasi
ekonomi kini menuntut produk barang dan atau jasa
Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara lain
agar supaya memperoleh nila tambah bagi perusahaan
dan pekerja dan pajak/devisa bagi negara,

Perlindungan hukum terhadap hak-hak
normatif pekerja oleh pengusaha harus dibenkan yang
layak sesuai ketentuan perundang-undangan,
kemampuan kerja dan para pekena dan kemampuan
keuangan dari perusahaan agar supaya tercipia
harmonisasi hubungan kerja dan kesinambungan
produksi perusahaan. Kebijaksanaan pemerintah
dalam bentuk keputusan menteri tenaga kerja yang
mengatur hubungan hukum dan hak normatit pekerja
dengan penpusaha juga harus saling menguntungkan
tanpa merugikan kepentingan salah satu pihak,
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